
 

 
GUBERNUR MALUKU 

 

PERATURAN GUBERNUR MALUKU 
NOMOR 44 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 
PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR MALUKU, 

Menimbang :   a.  bahwa dalam rangka menjamin keselarasan potensi 

Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pemerintahan dan 

pembangunan, perlu penyusunan pola karir Pegawai 

Negeri Sipil; 

b. bahwa untuk memberikan kepastian arah  

pengembangan karier pegawai negeri sipil di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, perlu 

penyusunan pedoman pola karier pegawai negeri sipil; 

c.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 

188 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu 

pengaturan tentang Pedoman Pola Karir Pegawai Negeri 

Sipil; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman 

Pola Karier  Pegawai Negeri Sipil; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra  Tingkat I 

Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1617); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 



 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tengang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tengang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola 

Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 526); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG 

PEDOMAN   POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Maluku. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom 

3. Gubernur adalah Gubernur Maluku. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi 

Maluku 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.  

6. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan 

dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis 

Jabatan secara berkesinambungan. 



 

7. Mutasi adalah perpindahan tugas dan atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi 

hrsat, antar-Instansi hrsat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi 

Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan 

Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. 

8. Promosi adalah pengangkatan atau pemindahan dari satu jabatan ke 

jabatan lain setingkat lebih tinggi.  

9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh 

PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan, dan sikap perilaku yang 

diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya. 

10. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan 

Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi 

PNS dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan 

Karier. 

11.  Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang 

spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 

12. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk 

memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 

13.  Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait 

dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-

nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap 

pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, 

fungsi, dan jabatan. 

14.  Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang     

dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang 

jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan 

daerah secara profesional. 

15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi. 

16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan. 

17.   Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah 

sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

18. Pejabat  Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT. 

19.  Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok 

Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

20.  Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki JA pada instansi 

pemerintah. 

21. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok        

Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

22. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki JF pada instansi 

pemerintah. 



 

23. Eselon adalah tingkat Jabatan  struktural  yang menunjukkan tingkat   

kedudukan  seseorang PNS dalam susunan organisasi. 

24.  Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat   seorang   

PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun 

berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat 

kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi 

pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian. 

25.  Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor Jabatan yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang Jabatan berdasarkan informasi 

Jabatan. 

26.  Penilaian Kinerja adalah hasil kinerja yang dicapai oleh setiap PNS pada 

satuan organisasi sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku 

kerja. 

27. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah 

rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang 

harus dicapai setiap tahun. 

28.  Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang 

dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

29. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk memberikan dalam Jabatan, pengembangan 

Kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS. 

30. Pejabat  Pembina  Kepegawaian  yang  selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di 

instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

31. Pejabat yang Berwenang yang  selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat 

yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

32.  Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan 

PNS tidak  lagi menduduki JA, JF atau JPT. 

33. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia 

PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS. 

 

Pasal 2 
4 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman 

Pola Karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengatur pola 

dasar urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar 

posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan sejak 

pengangkatan pertama dalam Jabatan sampai dengan pensiun. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah : 

a. untuk memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS; dan 



 

b. menyelaraskan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan 

Pemerintah daerah.  

 

BAB II 

POLA KARIER 
 

Pasal 3 

 

(1) Gubernur menyusun pola karier PNS. 

(2) Pola karier PNS sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. jenis jabatan; 

b. profil PNS; 

c. standar kompetensi ASN;dan 

d. jalur karier. 

(3) Ketentuan mengenai pola karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. 

 

Ditetapkan di Ambon 

pada tanggal 11 November 2022 

GUBERNUR MALUKU, 

 

              

              TTD 

 

     MURAD ISMAIL 

 

Diundangkan di Ambon 

pada tanggal 11 November 2022 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, 

 

              

                                   TTD 

 

                              SADALI IE 

 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 261.  

 


